BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAS INFORMASI

ELEKTRONIK DALAM REGULASI HUKUM POSITIF PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

ANALISIS TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK DALAM = PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

Banyaknya regulasi yang mengatur tindak pidana intercepsi atau
penyadapan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tiga merupakan
gambaran bagaimana pemetaan regulasi intercepsi atau penyadapan di
Indonesia. sesuai dengan data yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa
regulasi yang terkait dengan intercepsi atau penyadapan tersebut terdiri
dari 12 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Meteri, 1
Peraturan Kapolri, dan 1 Peraturan berupa SOP (Standar Oprasional
Prosedur).

Regulasi tersebut merupakan peraturan yang dibuat dan
dikeluarkan untuk memberikan kewenangan intercepsi atau penyadapan
bagi masing-masing lembaga negara yang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, dan regulasi lain yang tersisa lebih bersifat mengatur secara
internal kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Rumusan
aturan tersebut sangat tergantung dari kepentingan lembaga atau institusi
yang telah diberikan kewenangan oleh negara sehingga aturan-aturan

mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing
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lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing
masing regulasi yang ada.

Dalam konteks tersebut dapat dicontohkan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
undang ini hanya mengatur kewenangan penyidik untuk secara spesifik
melakukan penyadapan atau intercepsi yang bertujuan dalam rangka
mempercepat proses penyidikan. Undang-Undang tersebut disempurnakan
dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberian
kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan yang pada
tingkatan trhnsnya diatur dalam SOP (Standart Oprasional prosedur) KPK
yang bersifat rahasia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan hal senada yaitu
mengatur tentang larangan penyadapan, terkecuali penyadapan demi
kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Disamping itu ruang lingkup intercepsi dalam contoh intercepsi
atau penyadapan tersebut hanya mengatur penyadapan yang ditujukan
pada beberapa tindak pidana tertentu pula, mengikuti lembaga negara yang
dimaksudkan. Tercatat tidak lebih dari tindak pidana seperti Narkotika dan
Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan Perdagangan orang yang disebut
secara tegas, tindak pidana lainnya yang harusnya menjadi penting untuk

disorot sangat jarang disebut bahkan tidak sama sekali. Selain itu yang



66

menjadi titik krusial perbenturan pengaturan-pengaturan tersebut adalah
jangka waktu yang berbeda -beda di tiap pengaturan, baik waktu pokok
penyadapan maupun perpanjangan waktu penyadapan yang dimintakan
kemudian.

Hal lain yang harus dipertegas secara spesifik dalam regulasi yang
terkait dengan intercepsi adalah Jangka waktu, karena masa intercepsi atau
penyadapan sangat penting mengingat pentingnya mengontrol penyadapan
yang berpotensi melanggar Hak Asasi. Ada beberapa aturan yang
menyebut secara tegas jangka waktu penyadapan dan perpanjangannya
seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang memberikan wakti
30 hari dan perpanjangan 1 kali dengan jangka waktu yang sama,namun
dilain sisi ada aturan lain yang bahkan sama sekali tindak mencantumkan
jangka waktu penyadapan seperti UU No0.18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial dan beberapa Undang-Undang lain.

Perbedaan diantara aturan-aturan ini makin terasa kuat ketika
pengaturan yang harusnya menjadi jantung dari regulasi pokok
penyadapan yaitu tata cara atau mekanisme penyadapan berbeda-beda
tergantung aturan mana yang diikuti. Perbedaan tata cara ini tentu saja
menjadi masalah besar, ada lebih dari 3 tata cara yang berlaku untuk
melakukan penyadapan di Indonesia, apabila dikomparasikan secara
Internasional  biasanya perbedaan prosedur penyadapan hanya
berhubungan dengan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum

dan kebutuhan Intelijen, maka di Indonesia bahkan ada aturan yang sama
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sekali tidak memberikan aturanmengenai tata cara penyadapan yang pada
prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang bersangkutan.

Dampak dari perbedaan pengarturan ini yang pertama adalah
target dari penyadapan, berdasarkan hukum acara maka orang yang sama
menjadi target tidak dapat mempertanyakan keabsahan dari prosedural
penyadapan yang dikenakan pada dirinya, hal ini dikarenakan tidak ada
batu uji yang jelas untuk melakukan pengujian sekaligus tak mungkin
mendapatkan bukti pembandingnya.Dalam potensi yang lebih besar
bahkan hasil dari penyadapan yang saat ini jamak dijadikan sebagai bukti
di muka pengadilan sama sekali tidakdapat digugat keberadaannya karena
tidak ada kesatuanmekanisme pengaturan atau bahkan tidak ada
mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas.

Dengan demikian rumusan intersepsi atas informasi elektronik
dalam regulasi di NKRI terdapat varian yang secara spesifik terkait dengan
maksud dan tujuan regulasi tersebut dibuat serta institusi manakah yang
akan diberikan kewenangan untu melakukan penyadapan. ketika negara
memberikan fasilitas terhadap institusi tertentu melalui aturan yang formal
maka tentunya penyadapan atau intercepsi yang dilakukan memiliki
legitimasi hukum, terkeculai bila terbukti ada penyalah gunakaan terhadap
kewenangan yang telah diatur dalam regulasi tersebut sehingga intercepsi
yang dilakukan oleh lembaga atau institusi yang telah diberikan
kewenagan oleh negara maka hal tersebut bukanlah termasuk tindak

pidana kejahatan.
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Sedangkan dalam hal prosedur penyadapan sebagaimana yang diatur
dalam regulasi yang menyatakan bahwa intercepsi harus ada izin dari
hakim Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan kondisi bahwa penyidik
bersama-sama dengan Penuntut Umum menyampaikan permohonan
tertulis yang didalamnya yang memuat alasan-alasan untuk melakukan
penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.  Prosedur ini
merupakan upaya negara untuk membentengi agar kewenangan intercepsi
atau penyadapan tidak disalah gnakan oleh oknum dengan memafaatkan
kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga sangat
baik apabila izin dari pengadilan untuk melakukan intercepsi dijadikan
syarat utama sebelum melakukan intercepsi.

Disamping itu aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagaimana yang
diatur dalam regulasi seperti : Identitas dari penyidik yang membuat
permohonan dan petugas yang memiliki otoritas permohonan, Fakta dan
keadaan yang meyakinkan agar perintah dikeluarkan. Fakta yang
dimaksud harus berupa rincian pelanggaran yang telah, sedang dan atau
akan segera dilakukan;deskripsi alam/keadaandan lokasi fasilitas atau
tempatdimana komunikasi tersebut akan disadap dan jenis komunikasi
yang akan di sadap, dan identitas tersebut apabila diketahui melakukan
pelanggaran harus disadap, Pemberitahuan bahwa prosedur penyelidikan
lainnya telah dicoba dan gagal atau apabila diyakini metode lain tidak akan
berhasil apabila dicoba dan terlalu berbahaya, waktu atau periode dari

penyadapan, Harus memuat semua keterangan dari aplikasi sebelumnya,
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harus secara tegas tertuang dalam permohonan izin yang disampaikan di
pengadilan, sehingga hakim secara jelas dapat memahami motif dan tujuan

dilakukannya intercepsi.

ANALISS TINDAK PIDANA INTERSEPSI ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab tiga secara jelas disebutkan bahwa Intersepsi atau
penyadapan dalam konteks hukum pidana islam disepadankan dengan
istilah Tajassus yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Dari
pengertian tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tajassus adalah
mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-
matai, dan sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Alquran
maupun hadis serta dalam riwayat dijelaskan bahwa Umar bin Khaththab

radhiyallahu ‘anhu menegaskan

et pdl 3 U ud el c\yy\d}\w\dwﬁw&uﬁbﬁb

Artinya : Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang

keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan

yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya

itu kepada prasangka-prasangka yang baik.

Berdasarkan riwayat ini sudah dapat dipahami bahwa Islam
melarang tindakan untuk berprasangka buruk ataupun mematai-matai
orang lain dengan tujuan mencari-cari kesalahan yang dilakukan.

berdasarkan riwayat ini pula para ulama’memberikan penjelasan tentang

keharaman intercepsi atau tajassus seerti yang dikemukaka oleh Abu
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Bakar bin Jabir al-Jazairi yang mengatakan haram mencari kesalahan dan
menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta
menelitinya beliau juga menegaskan janganlah kalian meneliti aurat (aib)
kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya. statemen al-Jazairi
tersebut diperjelas orang al- Usaimin yang mengatakan bahwa tajassus
adalah mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya,
dan hal tersebut merupakan perbuatan yang nista dan harus dihukum bagi
siapa saja yang melakukannya.

Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh nabhani yang
mengatakan bahwa larangan tajassus terhadap kaum muslimin dalam al-
qur’an bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok
maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok
ataupun negara. Sedangkan menurut Ali Ash-shobuni, Perbuatan
penyadaban, memata-matai atau mencari kesalahan orang laian secara
tersembunyi, serta memonitor aib-aib orang laian merupakan tindakan
yang dapat dikategorikan tajassus yang haram hukumnya dan harus
dihukum berat pelakunya sesuai dengan tingkat madzarat yang timbulkan,
terkecuali sudah jelas baginya adanya bukti yang dapat membahayakan
ummat secara umum.

Bila mengacu kepada pendapat para ulama’ tersebut, maka dalam
konteks hukum pidana Islam haram hukumnya melakukan tindak
intercepsi atau penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh

siapapun serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman ta’zir yang



71

setimpal atas mudzarat yang ditimbulkan, terkecuali telah terdapat bukti
yang cukup untuk melakukan intercepsi. pengecualian ini didasarkan atas
riwayat ketka rasulullah Saw mengutus pasukan yang dipimpin oleh
Abdullah bin Jahsy dengan membawa surat yang isinya adalah ; Jika anda
membaca suratku ini, maka berjalanlah terus hingga sampai kelokasi kebib
kurma diantara Makkah dan Thoif, dari tempat tersebut Intailah orang-
orang Qurays dan segera samaikan kepadaku informasi yang kamu ketahui
tentang aktifitas yang mereka lakukan.”®

Berdasarkan riwayat diatas perbuatan dan aktifitas intercepsi atau
tajassus terhadap musuh yang membahayakan kaum muslimin merupakan
perbuatan yang dibolehkan bahkan dalam taraf tertentu diwajibkan dengan
dasar untuk melindungi keamanan negara dari musuh yang tindakan
tersebut dapat terkatagori sebagai bagian dari jihad fi sabilillah untuk
melindungi Agama Allah SWT. Untuk kepentingan tersebut keberadaan
Badan Inteljen Negara merupakan kebutuhan dan keharusan mengingat
badan inteljen negara tersebut memiliki fungsi strategis dalam
membentengi negara dari serangan pihak luar.

Akan tetapi apabila tindakan tajassus tersebut dilakukan kepada
saudara se iman dan untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut
tidak diperbolehkan apapun alasannya, sehingga perbuatan tersebut

merupakan tindakan yang dapat dikategorikan kriminalisasi atas

’® Al-Zamakhsyari, Abil Qosim Jarillah Mahmud bin Umar, al-Kassyaf ‘an hagqaiq al-tanzil wa
‘uyun al-Agawil fi wujuh al-ta’wil, Cairo; , Mustafa albab Halabi, 19872 /1392, Juz IV,] . 363.
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kebebasan orang lain sehingga tindakan tersebut merupakan salah satu
bentuk tindak pidana yang pelakunya patut mendapat hukuman dari ulil
amri sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan dan tingkat madzarat yang
ditimbulkan.

Untuk  memperkuat argumentasi  tersebut para ulama’
mengemukakan riwayat dari Rasululah SAW ketika pada haji wada’. Dari
Abu Umamah bin Tsa’labah, nabi saw bersabda: "Barangsiapa merampas
hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram
masuk surga.” Seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil,
wahay rasulullah ?" Beliau menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu
arak." ™

Dalam konteks ini yang dimaksus dengan merampas hak seorang
muslim adalah merampas hartanya termasuk juga kebebasan dan
privasinya, sehingga intercepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh
sesorang tergatagori sebagai perampasan hak dan kebabasn seseoarang
yang berpotensi membuka aib seseorang dan gal tersebut haram
hukumnya. sehingga intercepsi dalam rumusan hukum pidana Islam
merupakan tindakan kriminal apabila dilakukukan oleh seseorang yang
tidak diberikan kewenangan oleh negara, akan tetapi bila hal tersebut
dilakukan justru untuk menyelamatkan kemaslahatan ummat islam dan
merupakan tugas yang diberikan negara maka hukumnya diperbolehkan,

karena Rsulullah SAW telah melakukaj hal terswebut ketika meminta

™ An Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi, Beirut,
Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-l1Imiyyah, 2000 M
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sahabat untuk mengntai atau memata-matai kaum kafir qurays ketika

sedang dalam kondisi peperanagan.
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